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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta ‘ala atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
Tahun 2025. Rancangan Akhir Rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun Pertama
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) tahun ke depan.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan
dar tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana
kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam
satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025,
melalui Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun

2025.
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< BABT 1, PENDAHULUAN

-

LATAR AKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang
melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah
dan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
Tahun 2025 - 2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam
periode Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun
2025 — 2026 yang di arahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan
kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan

fungsi yang telah di tetapkan.

Memperhatikan surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 050/06/Bappeda tanggal
06/01/2023 tentang Persiapan Penyusunan Ranwal RKPD Kota Tarakan Tahun 2024,
bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang
terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, maka
disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tarakan 2025.



Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu.

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

3. Urusan waijib yang mengacu pada SPM dan urusan waijib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan
masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat.
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Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen
perencanaan  pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan
penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu dua tahunan. Seluruh
dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan
sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem
perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan
terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
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Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota madya

Daerah Tk.ll Tarakan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial;
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4548) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan atas Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



17.

18.

19.

20.

1.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
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25.

26.

27.

30.

31.

1.3.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024
Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 — 2026

Peraturan Walikota Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 .

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini
untuk memantapkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
ehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang
lebih baik (Good Government) dengan penyelenggaraan seiring dalam
perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih
jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja ini adalah: :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun

2025;

2. Untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis dua Tahunan yang
dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih
operasional; dan

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai
Pedoman dalam 1 (satu) tahun.



1.4

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025

adalah :

1

Sebagai acuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun
2025 - 2026.

Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025;

Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan .

Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025, sehingga terjadi
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun
2025.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum

penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika
penulisan dokumen Renja
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BAB Il HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan,
review terhadap rancangan Akhir RKPD Tahun

2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator
kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Bab ini memuat rancangan rencana program dan kegiatan serta sub
kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang
perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



Gl BAB ) HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN
““. msm PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

CAPAIAN RENSTRA.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus
di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Dan
Pemberdayaan Masyarakat meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan
program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil
rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir

Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan

permasalahan yang dihadapi.



Pada tahun berjalan (Tahun 2023), Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat melaksanakan 8 (delapan) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan
32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.
6.192.151.492,- dengan perincian Rp. 6.079.276.525,- untuk Belanja Operasional
dengan realisasi sebesar Rp. 5.619.426.442 atau 92,44 % dan Rp.
112.874.967 - untuk Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp. 111.391.000 -
atau 98.69%.

Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada

tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini
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Tabel 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

. 2 Jumlah Orang yang .
1.06.01.20201 |7ePYedaen SAIdaN  |enerima Gai dan 312 260rang | orangibulan 32 (8867 %] orarepbuian
9 Tunjangan ASN Orang/bulan Orang/bulan
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Penyediaan Administrasi

Jumlah Dokumen Hasil

3 . . 0,
1.06.01.2.02.02 Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi | 4 Dokumen | 8 Orang 4 Dokumen 4 Dokumen 100 % 4 Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN
- |Adminis e o T
. | Kepegawaian Perangkz
Daerah T [ T
Peningkatan Sarana dan |Jumlah sarpras disiplin
1.06.01.2.05.02 |Prasarana Disiplin pegawai 5 . . .
Pegawai
Pengadaan Pakaian ._wcﬂ_i: n_w.xm,
1.06.01.2.05.02 |Dinas beserta Atribut b 26 Paket . 1 Paket 1Paket | 100 % 5
Kelengkapannya beserta Atribut
Kelengkapan
s MY Jumlahlayanan [
Wn_:_:_nﬁww_ c_.:u_: Cadiinistasi :3:.@..“..,,;. 1
glrrerangkat baera yang terlaksana
Jumlah Paket
Penyediaan Komponen |Komponen Instalasi 9 1 Paket
1.06.01.2.06.01 e Listrik/Penerangan 1 Paket 95 Item 1 Paket 1 Paket 100 % ake
Bangunan Kantor yang
. Jumlah Paket Bahan
1.06.01.2.06.04 | cryediaan Bahan Logistik Kantor yang z 593 ltem| 2 Paket 2Paket | 100% | 2 Paket
Logistik Kantor s Paket
Disediakan
PenyediaaniBarang Jumlah Paket Barang
Cetakan dan 2 Paket 30.089 2 Paket 2 Paket
1.06.01.2.06.05 |Cetakan dan Penggandaan yang ligshbEr 100 % 2 Paket
Penggandaan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat |Penyelenggaraan Rapat |
1.06.01.2.06.09 |Koordinasi dan Konsultasi| Koordinasi dan Konsultasi 20 MKali |, 4 Laporan | 100% | ., boran
SKPD SKPD Laporan aporan P
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